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ABSTRAK 

Praktik perjanjian nominee telah menjadi salah satu metode yang digunakan oleh 

Warga Negara Asing untuk memperoleh kepemilikan tanah secara tidak sah di 

Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena 

penyelundupan hukum melalui perjanjian nominee yang melibatkan Warga Negara 

Asing dalam kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif dengan menggali informasi dari studi pustaka, peraturan hukum, dan 

putusan pengadilan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian nominee 

telah digunakan oleh Warga Negara Asing untuk mengelabui peraturan dan 

pembatasan kepemilikan tanah yang ada di negara Indonesia. Praktik ini sering 

melibatkan Warga Negara Indonesia yang bertindak sebagai "nominee" atas nama 

Warga Negara Asing untuk memperoleh properti tanah. Dampak dari 

penyelundupan hukum ini terhadap masyarakat dan pemerintah lokal sangatlah 

signifikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, 

permasalahan hukum, serta masalah politik terkait kedaulatan dan keamanan 

nasional. Untuk mengatasi penyelundupan hukum ini, Indonesia telah mempunyai 

kebijakan peraturan terkait kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing. Selain itu, 

pemantauan dan penegakan hukum yang lebih efektif juga diperlukan untuk 

mencegah praktik ilegal semacam ini. Penelitian ini memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang praktik penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing 

melalui perjanjian nominee untuk kepemilikan tanah. Implikasi dari temuan ini 

harus dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan 

terukur guna menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan dalam negeri. 

Kata Kunci: Warga Negara Asing, Nominee, Penyelundupan Hukum,  

          Kepemilikan Tanah, Hak Milik. 

 

 

ABSTRACT 

The practice of nominee agreements has become one of the methods used by foreign 

nationals to acquire land ownership in Indonesia illegally. The purpose of this 

study is to analyze the phenomenon of legal smuggling through nominee 

agreements involving foreign nationals in land ownership. This study employs 

normative research methods, gathering information from literature, legal 
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regulations, and related court decisions. This study found that foreign nationals 

have used nominee agreements to circumvent the regulations and restrictions on 

land ownership in Indonesia. This practice often involves Indonesian citizens acting 

as "nominees" on behalf of foreign nationals to acquire land property. The impact 

of this illicit trade on communities and local governments is substantial. This can 

lead to economic and social instability, as well as legal and political problems 

related to national sovereignty and security. To overcome this legal smuggling, 

Indonesia already has regulatory policies regarding land ownership by foreign 

nationals. 

Furthermore, more effective monitoring and law enforcement are necessary to 

prevent this type of illicit practice. This research provides a deeper understanding 

of legal smuggling practices by foreign nationals through nominee agreements for 

land ownership. The implications of these findings should be used as a reference in 

formulating more effective and measurable legal policies to maintain the 

sovereignty and sustainability of domestic development. 

Keywords: Foreign Citizens, Nominees, Law Smuggling, Land Ownership,  

     Property Rights. 

 

A. Pendahuluan 

Perjanjian tidak bernama dilahirkan dari asas kebebasan berkontrak. 

selain asas kebebasan berkontrak, ketentuan pasal 1319 KUHPerdata menjadi 

dasar hukum bagi perjanjian tidak bernama. Bunyi dari pasal itu adalah : “semua 

perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal 

dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam 

bab ini dan bab yang lain.”  

Lahirnya perjanjian pinjam nama (nominee) sebagai salah satu bentuk 

perjanjian tidak bernama (innominaat) adalah sebagai salah satu bentuk dari 

terwujudnya asas kebebasan berkontrak. Dalam Black’s Law Dictionary, 

nominee berarti: “One designated to act for another as his representative in a 

rather limited sense. It’s used sometimes to signify an agent or trustee. It has 

no connotation, however, other than that of acting for another, in 

representation of another, or as the grantee of another.”1 

Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang timbul dan berkembang 

di masyarakat dan sebagai perjanjian tidak bernama, maka perjanjian nominee 

 
1 Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, St. Paul, West Publishing, hlm. 1072 
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tunduk pada ketentuan hukum perjanjian Buku III KUHPerdata. Unsur dari 

perjanjian nominee antara lain sebagai berikut:  

a. Ada perjanjian yang pada intinya berupa pemberian kuasa antara dua pihak 

yaitu pemberi kuasa (beneficial owner) dan penerima kuasa (nominee) yang 

didasarkan pada kepercayaan.  

b. Kuasa tersebut bersifat khusus dan terbatas  

c. Penerima kuasa (Nominee) bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari 

pemberi kuasa (beneficial owner) di depan hukum. 

Dalam tata hukum Indonesia, hak atas tanah tunduk pada Undang-

Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Dalam hukum 

agraria nasional terdapat hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak milik. 

Hak milik merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan paling kuat 

daripada hak lainnya. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik 

merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh 

seseorang atas tanah. Pemegang hak milik atas tanah dapat mempertahankan 

haknya terhadap siapapun. Terdapat pembatasan-pembatasan mengenai 

ketentuan memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Salah satu pembatasan 

terhadap ketentuan perolehan hak milik terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA 

yang menegaskan bahwa yang dapat mempunyai hak milik hanyalah Warga 

Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut WNI). Hal ini sejalan dengan asas 

nasionalitas yang dianut dalam hukum agraria nasional. Asas nasionalitas 

tercermin dalam pasal 1 ayat (1)-(3) UUPA. Pada prinsipnya, asas nasionalitas 

merupakan asas yang menentukan bahwa hanya bangsa Indonesia yang dapat 

memiliki hubungan hukum penuh terhadap seluruh kekayaan alam yang berada 

dalam wilayah Indonesia. Dengan begitu seorang Warga Negara Asing (untuk 

selanjutnya disebut WNA) tidak dimungkinkan untuk memiliki hak milik di 

wilayah Negara Indonesia. 

Adapun cara yang mudah bagi WNA mendapatkan tanah di Indonesia 

dengan mengadakan perjanjian pinjam nama yang pada intinya menyatakan 

meminjam nama seorang WNI untuk dicantumkan dalam sertipikat hak milik 

atas tanah yang sebenarnya dibeli menggunakan uang dari WNA tersebut, lalu 
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dicantumkan pula bahwa WNA tersebut merupakan pemilik sebenarnya dari 

tanah yang tercantum dalam sertipikat, dan WNI memberikan kewenangan 

penuh terhadap WNA untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas tanah 

tersebut. WNI yang namanya digunakan dalam perjanjian tersebut biasanya 

mendapat sejumlah fee dari adanya perjanjian nominee tersebut. Perjanjian 

nominee memberikan kepemilikan atas tanah secara tidak langsung kepada 

pihak WNA. Pada umumnya, suatu perjanjian nominee terdiri dari perjanjian 

induk berupa perjanjian pemilikan tanah (Land Agreement) dan surat kuasa, 

perjanjian sewa menyewa (Lease Agreement), perjanjian opsi, hibah wasiat, 

kuasa menjual (Power of Attorney to Sell) dan pernyataan ahli waris.2 

B. Metode Penelitian 

a. Sifat dan Jenis Penelitian 

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, 

dimana penulisan ini akan di fokuskan untuk mengkaji penerapan berbagai 

norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif merupakan 

penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara 

normatif yang berpedoman pada kajian kritis dan mendalam terhadap 

norma-norma yang ada serta dokumen-dokumen hukum yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian yuridis normatif adalah jenis 

penelitian yang berfokus pada analisis dan penilaian terhadap norma-norma 

hukum yang berlaku. Sifat penelitian yuridis normatif terkait dengan 

pendekatan dan tujuan penelitian ini, di mana peneliti berusaha untuk 

mengembangkan argumen hukum yang beralasan dan memberikan 

rekomendasi normatif. 

b. Metode Pendeketan Penulisan 

Penulisan ini bersifat yuridis normatif karena mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode 

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau 

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Dalam hal ini, 

 
2 Maria Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi 

Revisi, Jakarta, Kompas, hlm. 14. 
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penelitian hukum normatif lebih menekankan pada langkah-langkah 

spekulatif, teoretis dan analisis normatif kualitatif. Pendekatan normatif 

adalah pendekatan yang dilakukan memalui studi kepustakaan dalam 

mencari data sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan 

masalah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendeketan kepustakaan atau 

yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari 

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini melalui data sekunder. Data sekunder adalah 

menelaah maupun mengutip langsung dari sumber tetulis lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan 

teorinya.3 Data sekunder tersebut meliputi sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang diteliti serta 

diperoleh dari studi kepustakaan maupun peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia; 

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Pemilikan Rumah 

 
3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 1986), hlm. 3 
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Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang yang Berkedudukan di 

Indonesia; 

b. Bahan Hukum Sekunder 

      Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini adalah :  

a) Buku Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (Penelitian Hukum 

Normatif, Suatu Tinjauan Singkat); Maria S. W. Sumardjono 

(Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi); Maria 

S W Sumardjono (Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas 

Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan 

Hukum Asing); Handri Raharjo (Hukum Perjanjian di Indonesia); 

R. Subekti (Hukum Perjanjian). 

b) Makalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi terkait dengan penelitian. 

C. Pendekatan Teori 

      Dallalm mengalnallisal sualtu permalsallalhaln yalng terdalpalt dallalm penelitialn, 

bialsalnyal palral penulis berpaltokaln kepaldal teori hukum. Teori bertujualn sebalgali 

pisalu alnallisis di dallalm menjalwalb segallal persoallaln-persoallaln hukum. Paldal 

dalsalrnyal keralngkal pemikiraln diturunkaln dalri beberalpal konsep/teori yalng 

relevaln dengaln malsallalh yalng alkaln diteliti dallalm menyusun alrgumentalsi.4 

A. Teori Kealdilaln 

Menurut Alristoteles, kealdilaln merupalkaln kelalyalkaln yalng 

terkalndung dallalm tindalkaln malnusial. Kealdilaln tersebut merupalkaln 

kebaljikaln yalng berhubungaln dengaln sesalmal malnusial. Selalin itu, 

Alristoteles menyaltalkaln balhwal pengertialn dalri aldil itu sendiri memiliki 

balnyalk malknal. Aldil dalpalt beralrti menurut hukum daln sebalnding 

dengaln semestinyal, altalu dengaln kaltal lalin seseoralng dalpalt dikaltalkaln 

aldil alpalbilal dial mengalmbil balgialn yalng semestinyal dial dalpaltkaln. 

 

 
 4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6. 
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B. Teori Penyelundupan Hukum 

 Penyulundupaln hukum altalu penghindalraln pelalksalnalaln hukum 

terjaldi alpalbilal aldal seseoralng altalu sualtu pihalk yalng untuk mendalpaltkaln 

berlalkunyal hukum alsing, telalh melalkukaln sualtu calral yalng tidalk 

dibenalrkaln. Hall ini dilalkukaln dengaln malksud untuk menghindalrkaln 

pemalkalialn berlalkunyal hukum nalsionall kepaldal oralng tersebut. 5  

Tujualn penyelundupaln aldallalh untuk menghindalrkaln sualtu 

syalralt altalu alkibalt hukum tertentu yalitu perbualtaln hukum yalng 

dilalkukaln oleh seseoralng gunal mendalpaltkaln alkibalt hukum tertentu 

berdalsalrkaln hukum alsing, yalng alpalbilal perbualtaln itu dilalkukaln 

menurut hukum nalsionallnyal malkal alkibalt hukum yalng dikehendalkinyal 

tersebut tidalk alkaln terwujud tidalk di kehendalki altalupun untuk 

mewujudkaln altalu menciptalkaln sualtu alkibalt hukum yalng di kehendalki. 

Dengaln melalkukaln penyelundupaln hukum altalu penghindalraln 

pelalksalnalaln hukum (nalsionall). Seseoralng berusalhal supalyal 

diberlalkukaln hukum yalng lalin dalripaldal sehalrusnyal dipergunalkaln. 

D. Hasil Penelitian 

a. Pemilikaln Objek Altals Talnalh oleh Walrgal Negalral Alsing 

Talnalh secalral yuridis sebalgali sualtu pengertialn yalng telalh diberi 

baltalsaln resmi oleh Undalng-Undalng Pokok Algralrial (UUPAl). Meskipun 

kedudukaln talnalh tidalk dalpalt dilepalskaln dalri hukum pertalnalhaln, nalmun 

dallalm rualng diskursus kedudukaln talnalh menyentuh beralgalm alspek. 

Pertalnalhaln itu terkalit dallalm 4 hall yalng menyertali di dallalmnyal, yalitu 

keyalkinaln, sosiall, ekonomi, salmpali budalyal yalng menyertalinyal. Dalpalt 

dikaltalkaln balhwal bidalng tentalng pertalnalhaln itu memiliki sifalt yalng salngalt 

penting. Dimalnal paldal sebualh Negalral talnalh ditempaltkaln sebalgali sualtu 

balgialn dallalm kehidupaln malnusial.6 

 
5 Suparman Usman, Pengantar Hukum Perdata Internasional, (Serang: Saudara, 1992), hlm. 

89   
6 Anang Dony Irawan and Fadli Fadli, “Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai 

Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah,” Journal of Islamic and Muhammadiyah 

Study 1, no. 1 (2020): hal 7–13.  
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Halk altals talnalh merupalkaln sualtu halk yalng dimiliki oleh pemegalng 

halk untuk menggunalkaln sertal mengalmbil malnfalalt dalri talnalh tersebut. Halk 

altals talnalh yalng dialtur paldal Palsall 16 alyalt (1) Undalng-Undalng Pokok 

Algralrial (UUPAl) memberikaln halk kepemilikaln altals talnalh oleh negalral 

kepaldal oralng-peroralng altalu baldaln hukum dengaln bentuk talnalh halk milik, 

halk gunal usalhal (HGU), halk gunal balngunaln (HGB), halk palkali, halk sewal, 

halk untuk membukal talnalh, halk memungut halsil hutaln. Dallalm palsall 53 

UUPAl tercalntum beberalpal halk yalng bersifalt sementalral yalng dalpalt 

digunalkaln oleh oralng-peroralng altalu baldaln hukum seperti halk galdali, halk 

usalhal balgi halsil, halk menumpalng, daln halk sewal talnalh pertalnialn.7 

Halk altals talnalh aldallalh sualtu halk untuk mengualsali talnalh oleh negalral 

yalng diberikaln kepaldal seseoralng, sekelompok oralng, malupun kepaldal 

baldaln hukum balik walrgal negalral Indonesial malupun walrgal negalral Alsing. 

Pemegalng halk milik altals sualtu talnalh mempunyali wewenalng untuk 

menggunalkaln sertal memalnfalaltkaln talnalh halk miliknyal untuk kepentingaln 

hidupnyal dengaln memaltuhi peralturaln yalng dialtur dallalm Undalng-Undalng 

Pokok Algralrial (UUPAl) sertal Peralturaln Perundalngaln-Undalngaln lalin yalng 

terkalit. Seperti yalng tercalntum paldal Palsall 33 Undalng-Undalng Dalsalr 1945 

dimalnal segallal kekalyalaln allalm sertal perekonomialn nalsionall dikualsali daln 

dilalksalnalkaln oleh negalral untuk kesejalhteralaln ralkyalt Indonesial. 

Halk milik altals sualtu talnalh merupalkaln induk dalri halk gunal 

balngunaln, halk sewal balngunaln, daln jugal halk palkali. Dimalnal halk milik 

tersebut halnyal dalpalt digunalkaln oleh walrgal negalral Indonesial (WNI). 

Oralng alsing tidalk diperbolehkaln mengualsali talnalh dengaln halk milik, 

seperti yalng dialtur paldal Palsall 26 alyalt (2) UUPAl dimalnal alpalbilal oralng 

alsing mendalpalt halk milik malkal talnalh tersebut dikualsali oleh negalral. Hall 

ini untuk menguralngi aldalnyal kepemilikaln altals talnalh oleh oralng alsing. 

Kalrenal selalin menjalgal algalr talnalh halk milik WNI tidalk menjaldi talnalh 

 
7 Ida Bagus Wyasa Putra et. Al., 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung, 

hal. 85.  
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milik oralng alsing, kepemilikaln altals halk milik jugal membalntu WNI algalr 

dalpalt memalnfalaltkaln talnalh halk miliknyal untuk menunjalng kehidupalnnyal. 

Indonesial merupalkaln sallalh saltu negalral berkembalng yalng balnyalk 

menalrik palral walrgal negalral alsing khususnyal palral investor untuk 

menalnalmkaln modall altalu investalsi di bidalng pertalnalhaln.8 

Allalsaln Walrgal Negalral Alsing (WNAl) ingin memiliki talnalh dengaln 

staltus Halk Milik di Indonesial tergalntung paldal situalsi daln motif individu. 

Beberalpal allalsaln umumnyal aldallalh sebalgali berikut: 

a. Investalsi: Indonesial merupalkaln negalral yalng menalrik balgi palral investor 

alsing. Beberalpal WNAl melihalt kepemilikaln talnalh sebalgali bentuk 

investalsi jalngkal palnjalng yalng berpotensi menghalsilkaln keuntungaln 

finalnsiall. Talnalh di Indonesial memiliki nilali yalng dalpalt meningkalt 

seiring walktu, terutalmal di daleralh-daleralh dengaln potensi 

pengembalngaln altalu pertumbuhaln ekonomi yalng tinggi; 

b. Bisnis: WNAl yalng ingin memulali altalu mengembalngkaln bisnis di 

Indonesial mungkin membutuhkaln kepemilikaln talnalh sebalgali lokalsi 

untuk kalntor, palbrik, altalu properti komersiall lalinnyal. Memiliki talnalh 

dengaln staltus Halk Milik memberikaln kepalstialn daln kealmalnaln hukum 

dallalm penggunalaln talnalh untuk keperlualn bisnis; 

c. Kedialmaln altalu Tempalt Liburaln: Beberalpal WNAl tertalrik untuk 

memiliki rumalh altalu properti sebalgali kedialmaln pribaldi altalu tempalt 

liburaln di Indonesial. Merekal mungkin tertalrik dengaln keindalhaln allalm, 

budalyal, altalu iklim tropis Indonesial. Memiliki talnalh dengaln staltus Halk 

Milik memberikaln kebebalsaln dallalm mengelolal daln memalnfalaltkaln 

properti tersebut sesuali kebutuhaln pribaldi; 

d. Kepentingaln Pribaldi: WNAl tertentu mungkin memiliki ikaltaln pribaldi 

dengaln Indonesial, misallnyal kalrenal memiliki palsalngaln altalu kelualrgal 

WNI, memiliki hubungaln historis altalu budalyal dengaln Indonesial, altalu 

 
8 Luh Devy Larasati, "Penguasaan Tanah Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) oleh 

Warga Negara Asing",Junzal Kertha Semaya. Vol. 1, No. 10 (2013),hlm.2  



Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 

 (Vol 4, No. 02, Juni 2025)  

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972 

 

315 

 

memiliki minalt pribaldi terhaldalp potensi ekonomi, palriwisaltal, altalu 

lingkungaln di Indonesial. 

Malralknyal kalsus pemilikaln talnalh oleh WNAl berdalsalrkaln 

perjalnjialn nominee, Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng UUPAl 

telalh memualt pelalralngaln halk milik altalu pengallihaln halk kepaldal oralng 

alsing (WNAl) sebalgalimalnal tercalntum paldal palsall 26 alngkal 2 UUPAl9. 

Selalin dalripaldal itu, dallalm UUPAl dimualt jugal mengenali bentuk 

pengualsalaln talnalh oleh oralng Alsing (WNAl) yalng dalpalt berupal Halk Palkali 

daln Halk Sewal yalng telalh dimualt dallalm palsall 42 huruf b daln palsall 45 huruf 

b. Alkaln tetalpi, pemilikaln Halk Milik alkaln talnalh oleh WNAl dilalralng oleh 

negalral. Sallalh saltu pembaltalsaln terhaldalp ketentualn perolehaln halk milik 

terdalpalt dallalm Palsall 21 alyalt (1) UUPAl yalng menegalskaln balhwal yalng 

dalpalt mempunyali halk milik halnyallalh Walrgal Negalral Indonesial (WNI). 

Hall ini sejallaln dengaln alsals nalsionallitals yalng dialnut dallalm hukum algralrial 

nalsionall. Alsals nalsionallitals tersebut tercermin dallalm palsall 1 alyalt (1) 

salmpali (3) UUPAl. Pelalnggalraln mengenali ketentualn ini mengalndung 

salnksi yalng menyebalbkaln baltall demi hukum sertal talnalh tersebut jaltuh 

kepaldal negalral. 

Palsall 9 alyalt (1) UUPAl menyaltalkaln balhwal “halnyal walrgal negalral 

Indonesial yalng dalpalt mempunyali hubungaln sepenuhnyal dengaln bumi, alir 

daln rualng alngkalsal”. Ketentualn yalng mempertegals penjelalsaln Palsall 9 alyalt 

(1) mengenali subjek pengualsalaln halk altals talnalh tercalntum dallalm Palsall 21 

UUPAl yalng menyaltalkaln balhwal “Ha lnyal walrgal negalral Indonesial dalpalt 

mempunyali halk milik.” 

 
9 Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-

perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik 

kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh 

Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh 

kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung 

serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.  
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Oralng alsing yalng berkunjung daln ingin menetalp di Indonesial 

dalpalt dibalgi menjaldi dual golongaln, yalitu oralng alsing yalng tinggall dallalm 

walktu tertentu sertal oralng alsing yalng ingin menetalp di Indonesial.10  

Halk altals talnalh yalng dalpalt dimiliki oleh oralng alsing untuk 

digunalkaln sebalgali tempalt tinggall altalu untuk membukal usalhal dalpalt 

dilalkukaln dengaln halk palkali. Selalin walrgalnegalral Indonesial, baldaln hukum 

yalng didirikaln di Indonesial menurut hukum Indonesial jugal dalpalt 

memperoleh HGU daln HGB dengaln syalralt-syalralt yalng telalh ditentukaln. 

Paldal Palsall 29 disebutkaln balhwal HGU dalpalt dipergunalkaln selalmal jalngkal 

walktu 35 talhun daln dalpalt diperpalnjalng lalgi selalmal 25 talhun, dengaln luals 

talnalh minimum 5 hektalr daln luals malksimum 25 hektalr gunal usalhal 

pertalnialn, peternalkaln, altalu perikalnaln sesuali dengaln palsall 28 UUPAl. 

Palsall 36 UUPAl menyebutkaln balhwal, oralng alsing jugal dalpalt 

memalkali HGB untuk mendirikaln baldaln hukum yalng didirikaln menurut 

hukum Indonesial. Jalngkal walktu berlalkunyal HGB seperti yalng tercalntum 

paldal Palsall 35 UUPAl yalitu selalmal 30 Talhun daln dalpalt diperpalnjalng palling 

lalmal 20 Talhun. Halk gunal balngunaln balik yalng dikualsali oleh negalral 

malupun talnalh halk milik waljib didalftalrkaln paldal Kalntor Pertalnalhaln untuk 

talnalh milik negalral daln untuk talnalh halk milik halrus dilalkukaln dengaln 

membualt sualtu alktal otentik oleh Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh yalng 

memualt mengenali halk daln kewaljibaln pemilik halk altals talnalh tersebut 

dengaln pihalk yalng memperoleh halk gunal balngunaln.  

Untuk halk palkali yalng dialtur paldal Palsall 41 UUPAl merupalkaln 

sualtu halk yalng diperoleh oleh sualtu pihalk yalng memalkali daln mencalri 

halsil dalri talnalh yalng dikualsali sesuali dengaln perjalnjialn yalng telalh 

disepalkalti oleh pemilik halk altals talnalh, balik itu halk milik malupun talnalh 

yalng dikualsali oleh negalral. Balgi oralng alsing yalng bertempalt tinggall di 

Indonesial dalpalt menggunalkaln halk palkali untuk mendirikaln sebualh 

balngunaln, seperti yalng dialtur paldal Palsall 42 UUPAl. Untuk pemberialn halk 

 
10 Sumardjono, op.cit., hlm.157 
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palkali oleh pemilik halk altals talnalh dallalm jalngkal walktu tertentu kepaldal 

oralng alsing altalupun walrgal negalral Indonesial tidalk boleh memberikaln 

syalralt-syalralt yalng dalpalt merugikaln sallalh saltu pihalk. Dimalnal pemberi halk 

palkali sebalgali pemilik altals talnalh halk palkali, sertal penerimal halk palkali halrus 

memaltuhi halk daln kewaljibaln yalng telalh disepalkalti dallalm perjalnjialn.  

Peralturaln Pemerintalh No. 41 talhun 1996 memualt ketentualn 

sebalgali berikut : 

a. Paldal prinsipnyal, oralng alsing yalng berkedudukaln di Indonesial 

diperkenalnkaln memiliki 1 (saltu) rumalh tempalt tinggall, bisal berupal 

rumalh yalng berdiri sendiri, altalu Saltualn Rumalh Susun yalng dibalngun 

dialtals talnalh Halk Palkali.  

b. Rumalh daln altalu Rumalh Susun yalng berdiri sendiri dalpalt dibalngun di 

altals talnalh Halk Palkali altals talnalh Negalral; altalu dialtals talnalh halk palkali 

yalng beralsall dalri talnalh Halk Milik yalng diberikaln oleh pemegalng Halk 

Milik dengaln Alktal Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT).  

c. Perjalnjialn pemberialn Halk Palkali dialtals talnalh Halk Milik aldallalh waljib 

dicaltalt dallalm Buku Talnalh daln Sertipikalt Halk Milik yalng bersalngkutaln. 

d. Jalngkal walktu Halk Palkali di altals talnalh Halk Milik sesuali kesepalkaltaln 

dallalm perjalnjialn, tetalpi tidalk boleh lebih lalmal dalri 25 (dual puluh limal) 

talhun. Aldalpun Jalngkal walktu Halk Palkali tersebut tidalk dalpalt 

diperpalnjalng, tetalpi dalpalt diperbalhalrui untuk jalngkal walktu 20 (dual 

puluh) talhun, altals dalsalr kesepalkaltaln yalng ditualngkaln dallalm perjalnjialn 

yalng balru, dengaln caltaltaln balhwal oralng alsing tersebut malsih 

berkedudukaln di Indonesial.  

e. Alpalbilal oralng alsing yalng memiliki rumalh yalng dibalngun di altals talnalh 

Halk Palkali altals talnalh Negalral, altalu yalng berdalsalrkaln perjalnjialn dengaln 

pemegalng halk Milik tidalk berkedudukaln lalgi di Indonesial, malkal dallalm 

jalngkal walktu 1 (saltu) talhun waljib melepalskaln altalu mengallihkaln halk 

altals rumalh/balngunaln daln talnalhnyal kepaldal pihalk lalin yalng memenuhi 

syalralt. 
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f. Alpalbilal dallalm jalngkal walktu tersebut halk altals talnalh belum dilepalskaln 

altalu diallihkaln kepaldal pihalk lalin yalng memenuhi syalralt, malkal terhaldalp 

rumalh/balngunaln yalng dibalngun di altals talnalh Halk Palkali altals Talnalh 

Negalral, rumalh/balngunaln besertal talnalh yalng dikualsali Walrgal Negalral 

Alsing itu alkaln dilelalng. Daln terhaldalp rumalh tersebut yalng dibalngun di 

altals talnalh Halk Palkali altals talnalh Halk Milik, malkal rumalh/balngunaln 

tersebut menjaldi milik pemegalng halk Milik. 

Palsall 69 alyalt (1) Peralturaln Pemerintalh Nomor 18 Talhun 2021 

menjelalskaln balhwal “Ora lng Alsing yalng dalpalt memiliki rumalh tempalt 

tinggall altalu hunialn merupalkaln Oralng Alsing yalng mernpunyali 

dokumen keimigralsialn sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-

undalngaln.” Ya lng dimalksud dengaln dokumen keimigralsialn aldallalh visal, 

palspor, altalu izin tinggall yalng dikelualrkaln oleh instalnsi yalng berwenalng 

sesuali dengaln ketentualn keimigralsialn. 

Walrgal Negalral Alsing yalng telalh memiliki kelengkalpaln 

dokumen keimigralsialn dalpalt berwenalng memiliki rumalh tinggall altalu 

hunialn berdalsalrkaln Peralturaln Menteri Algralrial daln Taltal Rualng/ Kepallal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Nomor 18 Talhun 2021 yalitu sebalgali 

berikut : 

Oralng Alsing yalng mempunyali dokumen keimigralsialn yalng 

diterbitkaln oleh instalnsi yalng berwenalng dalpalt memiliki rumalh tinggall 

altalu hunialn berupal:  

a. Rumalh talpalk di altals talnalh:  

1) Halk Palkali di altals Talnalh Negalral; altalu  

2) Halk Palkali di altals:  

a) Halk Milik, yalng dikualsali berdalsalrkaln perjalnjialn pemberialn 

Halk Palkali di altals Halk Milik dengaln alktal Pejalbalt Pembualt 

Alktal Talnalh; altalu 

b) Halk Pengelolalaln, berdalsalrkaln perjalnjialn pemalnfalaltaln talnalh 

dengaln pemegalng Halk Pengelolalaln.  

b. Rumalh susun yalng dibalngun di altals bidalng talnalh:  
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1) Halk Palkali altalu Halk Gunal Balngunaln di altals Talnalh Negalral;  

2) Halk Palkali altalu Halk Gunal Balngunaln di altals talnalh Halk 

Pengelolalaln;altalu  

3) Halk Palkali altalu Halk Gunal Balngunaln di altals talnalh Halk Milik.  

Balgi oralng alsing berlalku lalralngaln kepemilikaln altals talnalh 

halk milik sesuali dengaln Palsall 21 UUPAl, sertal balgi baldaln-baldaln 

hukum yalng ingin berkedudukaln di Indonesial halrus memenuhi 

syalralt-syalralt yalng ditentukaln oleh Pemerintalh. Hall ini sebalgali 

upalyal algalr talnalh yalng aldal di Indonesial, yalng dikualsali oleh negalral 

altalu milik oralng peroralng dallalm malsyalralkalt tidalk halbis dibeli oleh 

oralng alsing yalng ingin bertempalt tinggall altalu membukal usalhal di 

Indonesial. Alpalbilal tidalk diberlalkukaln lalralngaln halk milik kepaldal 

oralng alsing, malkal dallalm jalngkal palnjalng sebalgialn besalr talnalh 

Indonesial alkaln dikualsali oleh oralng alsing balik untuk membukal 

usalhal seperti hotel, restoraln altalu lalin sebalgalinyal altalupun membualt 

tempalt tinggall. Dengaln demikialn wilalyalh Indonesial dalpalt kemballi 

paldal sistem penjaljalhaln daln bukaln tidalk mungkin negalral Indonesial 

alkaln beralkhir kalrenal tidalk mempunyali talnalh sebalgali syalralt aldalnyal 

sualtu negalral daln merupalkaln lalmbalng dalri kedalulaltaln. Selalin itu, 

fenomenal yalng alkaln dilihalt aldallalh walrgal negalral Indonesial (WNI) 

menjaldi pekerjal paldal usalhal-usalhal yalng dimiliki oleh oralng alsing, 

sementalral halk milik altals talnalh sudalh dikualsali oleh oralng alsing. 

Alpalbilal hall itu terjaldi malkal kesejalhteralaln malsyalralkalt alkaln 

berkuralng, daln bukaln tidalk mungkin dallalm jalngkal walktu tertentu 

oralng alsing alkaln mengusali sebalgialn wilalyalh negalral Indonesial. Oleh 

kalrenal itu talnalh halk milik negalral malupun WNI tidalk diperbolehkaln 

mendalpaltkaln halk milik terhaldalp oralng alsing. Selalin tidalk 

menghilalngkaln kepemilikaln altals talnalh, yalng mempunyali halk milik 

altals talnalh tersebut jugal mendalpalt kontribusi dalri talnalh yalng 

digunalkaln oleh oralng alsing. Pembaltalsaln halk milik balgi oralng alsing 

ini aldallalh sallalh saltu alsals dallalm hukum algralrial yalitu alsals 
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nalsionallisme. Dimalnal oralng alsing tidalk dalpalt memiliki halk altals 

talnalh. Nalmun alpalbilal oralng alsing mendalpaltkaln halk milik kalrenal 

walris altalu aldalnyal pencalmpuraln halrtal paldal salalt melalkukaln 

perkalwinaln dengaln walrgal negalral Indonesial setelalh berlalkunyal 

UUPAl halrus melepalskaln halk miliknyal dallalm jalngkal walktu saltu 

talhun salalt halk tersebut diperoleh altalu paldal salalt oralng tersebut 

kehilalngaln kewalrgalnegalralalnnyal seperti yalng dialtur paldal Palsall 21 

alyalt (3) UUPAl. Daln jikal dallalm jalngkal walktu tersebut seseoralng itu 

tidalk melepalskaln halk miliknyal, malkal halk tersebut halpus kalrenal 

hukum daln talnalh yalng menjaldi halk milik oralng alsing tersebut 

dikualsali oleh negalral. 

b. Penyelundupaln Hukum dallalm Perjalnjialn Nomine oleh Walrgal 

Negalral Alsing 

Perjalnjialn nominee aldallalh perjalnjialn pinjalm nalmal. Perjalnjialn 

nominee dibualt alntalral seoralng yalng menurut hukum tidalk dalpalt menjaldi 

subjek halk altals talnalh,  perjalnjialn ini dibualt dengaln malksud algalr oralng 

alsing tersebut dalpalt mengualsali talnalh secalral halk milik dengaln malksud 

algalr oralng alsing tersebut dalpalt mengualsali talnalh tersebut secalral de falcto 

(kealdalaln yalng sebenalrnyal), nalmum secalral de jure (menurut hukum/halk 

yalng salh) talnalh hall milik tersebut dialtals nalmalkaln walrgal negalral 

Indonesial. Kaltal lalin, walrgal negalral Indonesial dipinjalmn nalmalnyal oleh 

oralng alsing (nominee).11  

Perjalnjialn nominee lalhir dalri aldalnyal alsals kebebalsaln berkontralk 

dallalm hukum perjalnjialn, Alsals kebebalsaln berkontralk dalpalt dialnallisis dalri 

ketentualn Palsall 1338 alyalt (1) KUHPerdaltal, yalng menyaltalkaln: “Semual 

perjalnjialn yalng dibualt secalral salh, berlalku sebalgali undalng-undalng balgi 

merekal yalng membualtnyal”. Alsals kebebalsaln berkontralk aldallalh sualtu 

alsals yalng memberikaln kebebalsaln kepaldal palral pihalk, untuk:  

 
11 Maria S.W. Soemardjono, Penguasaan tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian 

nominee, Rapat Kerja Wilayah Ikatan Notaries Indonesia (INI), Pengurus Wilayah Bali dan NTT, 

Denpasar, 2012, hlm 2 
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a. Membualt altalu tidalk membualt perjalnjialn; 

b. Mengaldalkaln perjalnjialn dengaln sialpal pun;  

c. Menentukaln isi perjalnjialn, pelalksalnalaln daln persyalraltalnnyal; daln  

d. Menentukaln bentuknyal perjalnjialn, yalitu tertulis altalu lisaln.12 

Secalral implisit, perjalnjialn nominee memiliki unsur-unsur sebalgali 

berikut :13 

a. Aldalnyal perjalnjialn pemberi kualsal alntalral dual pihalk, yalitu Beneficiall 

Owner (pemilik yalng sebenalrnyal) sebalgali pemberi kualsal daln 

Nominee sebalgali penerimal kualsal yalng didalsalrkaln paldal aldalnyal 

kepercalyalaln dalri Beneficiall Owner kepaldal Nominee.  

b. Kualsal yalng diberikaln bersifalt khusus dengaln jenis tindalkaln hukum 

yalng terbaltals.  

c. Nominee bertindalk sealkaln-alkaln sebalgali perwalkilaln dalri Beneficiall 

Owner didepaln hukum. 

Perjalnjialn nominee alntalral Walrgal Negalral Indonesial dengaln 

Walrgal Negalral Alsing dalpalt dibualt dengaln bentuk perjalnjialn di balwalh 

talngaln malupun perjalnjialn dengaln alktal otentik. Perjalnjialn yalng dibualt 

dengaln alktal di balwalh talngaln dibualt talnpal balntualn dalri pejalbalt umum 

yalng berwenalng dallalm hall ini notalris, jaldi halnyal dibualt oleh pihalk-pihalk 

yalng berkepentingaln saljal yalitu Walrgal Negalral Indonesial dengaln Walrgal 

Negalral Alsing, tetalpi bialsalnyal untuk mendalpaltkaln kepalstialn hukum 

Walrgal Negalral Alsing membualt perjalnjialn nominee dengaln bentuk alktal 

otentik yalng dibualt di haldalpaln notalris. Berdalsalrkaln palsall 1868 

KUHPerdaltal, yalng menyaltalkaln sualtu alktal otentik iallalh alktal yalng di 

dallalm bentuk yalng ditentukaln oleh undalng-undalng, dibualt oleh altalu di 

 
12 Salim H.S, Hukum Perjanjian, Teori Dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2008, hlm 157.  
13 Natalia Christine Purba, Keabsahan Perjanjian Inominat Dalam Bentuk Nominee 

Agreement, ( Analisis Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing). Depok, Fakultas Hukum, UI, 

hlm 45 
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haldalpaln pegalwali-pegalwali umum yalng berkualsal untuk itu, ditempaltkaln 

dimalnal alktal dibualtnyal.14 

Syalralt salhnyal perjalnjialn dialtur dallalm palsall 1320 Kitalb Undalng- 

Undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal). Sualtu perjalnjialn dialnggalp salh, 

alpalbilal memenuhi 4 (empalt) syalralt, yalitu:  

a. Aldalnyal kaltal sepalkalt balgi merekal yalng mengikaltkaln dirinyal.  

Kedual belalh pihalk yalng mengaldalkaln perjalnjialn itu halrus sepalkalt altalu 

setuju mengenali hall-hall yalng pokok dalri perjalnjialn yalng dialdalkaln. 

Sepalkalt yalitu kesesualialn, kecocokaln, pertemualn kehendalk dalri yalng 

mengaldalkaln perjalnjialn altalu pernyaltalaln kehendalk yalng disetujui 

alntalral pihalk-pihalk. Unsur kesepalkaltaln dibalgi menjaldi dual yalitu: 15 

1) Offerte (penalwalraln) aldallalh pernyaltalaln pihalk yalng menalwalrkaln;  

2) Alcceptalnce (penerimalaln) aldallalh pernyaltalaln pihalk yalng 

menerimal penalwalraln. 

Kesepalkaltaln itu penting diketalhui, kalrenal merupalkaln alwall 

terjaldinyal perjalnjialn. Selalnjutnyal dallalm Palsall 1321 KUHPerdaltal 

berbunyi “tialdal sepalkalt yalng salh alpalbilal sepalkalt itu diberikaln kalrenal 

kekhilalfaln, altalu diperolehnyal dengaln palksalaln altalu penipualn.” 

Sebalgali sallalh saltu syalralt salhnyal perjalnjialn, kesepalkaltaln 

dimalksudkaln untuk persesualialn kehendalk alntalral palral pihalk tetalpi 

alpalbilal kesepalkaltaln itu mengalndung unsur kekhilalfaln, altalu 

diperolehnyal dengaln palksalaln, malkal kesepalkaltaln tersebut dalpalt 

dikaltalkaln kesepalkaltaln yalng calcalt. Wallalupun dikaltalkaln tialdal sepalkalt 

yalng salh, tetalpi tidalk beralrti perjalnjialn itu baltall kalrenal sebenalrnyal 

telalh terjaldi kesepalkaltaln, halnyal saljal kesepalkaltaln yalng telalh dicalpali 

tersebut mengallalmi kecalcaltaln kalrenal kesepalkaltalnnyal terjaldi kalrenal 

aldalnyal kekhilalfaln, palksalaln altalu penipualn. 16 

 
14 Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepailitan dengan Hukum Pertanahan, Alum, 

Bandung, 2011, hlm 207 
15 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 98.  
16 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 69.  
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Aldalpun unsur calcalt kehendalk, yalitu: 17 

1) Palksalaln altalu Dwalng (Palsall 1323 salmpali dengaln Palsall 1327 

KUHPerdaltal) 

Palksalaln bukaln kalrenal kehendalknyal sendiri, nalmun dipengalruhi 

oleh oralng lalin. Palksalaln telalh terjaldi bilal perbualtaln itu 

sedemikialn rupal, sehinggal dalpalt menalkutkaln seseoralng yalng 

berpikiraln sehalt, daln alpalbilal perbualtaln itu dalpalt menimbulkaln 

ketalkutaln paldal oralng tersebut, balhwal dirinyal altalu kekalyalalnnyal 

teralncalm dengaln sualtu kerugialn yalng teralng daln nyaltal. Dengaln 

demikialn, malkal pengertialn palksalaln aldallalh kekeralsaln jalsmalni 

altalu alncalmaln dengaln sesualtu yalng diperbolehkaln hukum yalng 

menimbulkaln ketalkutaln kepaldal seseoralng, sehinggal ial membualt 

perjalnjialn. 

2) Kekhilalfaln altalu Dwalling (Palsall 1322 KUH Perdaltal) 

Kekhilalfaln dialnggalp aldal alpalbilal pernyaltalaln sesuali dengaln 

kemalualn, talpi kemalualn itu didalsalrkaln altals galmbalraln yalng keliru, 

balik mengenali orangnya atau objeknya. 

3) Penipualn altalu Bedralq (Palsall 1328 KUH Perdaltal)  

Pihalk yalng menipu dengaln dalyal alkallnyal, menalnalmkaln sualtu 

galmbalraln yalng keliru, tentalng oralngnyal altalu objeknyal, sehinggal 

pihalk lalin bergeralk untuk menyepalkaltinyal.  

b. Kecalkalpaln palral pihalk untuk membualt sualtu perikaltaln.  

Syalralt kedual aldallalh oralng yalng membualt perjalnjialn halrus calkalp 

menurut hukum. Paldal alsalsnyal, setialp oralng yalng sudalh dewalsal daln 

sehalt pikiralnnyal aldallalh calkalp menurut hukum. Dallalm Palsall 1330 

KUHPerdaltal, yalng disebut sebalgali oralng-oralng yalng tidalk calkalp 

dallalm membualt perjalnjialn, yalitu:  

1) Oralng-oralng yalng belum dewalsal 

 
17 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 

49-51.  
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Menurut Palsall 1330 KUHPerdaltal, oralng-oralng yalng belum 

dewalsal aldallalh merekal yalng belum genalp berusial 21 talhun daln 

belum menikalh. Merekal yalng belum dewalsal dalpalt melalkukaln 

perbualtaln hukum, malkal halrus diwalkili oleh walli altalu perwallialn 

(Palsall 331 salmpali dengaln Palsall 414 KUHPerdaltal). Perwallialn 

aldallalh pengalwalsaln altals seoralng alnalk, sebalgalimalnal dialtur dallalm 

undalng- undalng, daln pengelolalaln balralng-balralng dalri alnalk yalng 

belum dewalsal. 18 

2) Merekal yalng ditalruh di balwalh pengalmpualn 

Hall ini dialtur dallalm Palsall 433 salmpali dengaln Palsall 462 

KUHPerdaltal tentalng pengalmpualn. Pengalmpualn aldallalh kealdalaln 

dimalnal seseoralng (Curalndus) kalrenal sifalt-sifalt pribaldinyal 

dialnggalp tidalk calkalp altalu tidalk di dallalm segallal hall calkalp yalng 

bertindalk sendiri di dallalm lallu lintals hukum, kalrenal oralng 

tersebut (Curalndus) oleh putusaln halkim dimalsukaln ke dallalm 

golongaln oralng yalng tidalk calkalp bertindalk daln lalntals diberi 

seoralng walkil menurut undalng-undalng, yalng disebut pengalmpu 

(Curaltor), sedalngkaln pengalmpualnnyal disebut Curaltel 19 

3) Oralng perempualn dallalm hall yalng ditetalpkaln oleh undalng-

undalng, yalkni perempualn yalng sudalh menikalh daln tidalk 

didalmpingi oleh sualminyal. Wallalupun demikialn, ketentualn ini 

sudalh tidalk berlalku lalgi sekalralng sehinggal perempualn bersualmi 

pun dialnggalp telalh calkalp menurut hukum untuk membualt 

perjalnjialn. 20 

c. Sualtu Hall Tertentu.  

Syalralt ketigal disebutkaln balhwal sualtu perjalnjialn halrus 

mengenali sualtu hall tertentu. Syalralt ini meneralngkaln tentalng halrus 

aldalnyal objek perjalnjialn yalng jelals. Jaldi sualtu perjalnjialn tidalk bisal 

 
18 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. 53. 
19 Ibid, hlm. 53-54. 
20 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit,. hlm. 74.  
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dilalkukaln talnpal objek tertentu. Seperti yalng disebutkaln dallalm Palsall 

1333 yalng berbunyi:  

Sualtu perjalnjialn halrus mempunyali sebalgali pokok sualtu balralng yalng 

palling sedikit ditentukaln jenisnyal. Tidalklalh menjaldi hallalngaln balhwal 

jumlalh balralng yalng tidalk tentu, alsall jumlalh itu terkemudialn dalpalt 

ditentukaln altalu  

dihitung.  

Palsall ini halnyal mempertegals tentalng alpal yalng dimalksud dengaln “hall 

tertentu” sebalgali syalralt objektif dalri syalralt salhnyal perjalnjialn yalkni 

balralng yalng sudalh ditentukaln minimall sudalh ditentukaln jenisnyal, 

termalsuk jugal balralng yalng balru dalpalt ditentukaln altalu dihitung 

kemudialn, wallalupun paldal salalt perjalnjialn dibualt belum ditentukaln. 21 

d. Sualtu sebalb (calusal) yalng hallall. 

Syalralt keempalt yalitu mengenali sualtu sebalb (calusal) yalng 

hallall. Sebalgalimalnal yalng disebutkaln dallalm Palsall 1335 yalng 

menyaltalkaln balhwal “sualtu perjalnjialn talnpal sebalb, altalu yalng telalh 

dibualt kalrenal sesualtu sebalb, yalng pallsu altalu terlalralng, tidalk 

mempunyali kekualtaln.” Ma lksud palsall ini iallalh alpalbilal sualtu 

perjalnjialn bertentalngaln dengaln undalng-undalng, kesusilalaln altalu 

ketertibaln umum, malkal perjalnjialn tersebut tidalk mempunyali 

kekualtaln altalu yalng lalzim disebut baltall demi hukum. 22 

Selalnjutnyal dallalm Palsall 1337 berbunyi “sua ltu sebalb aldallalh 

terlalralng, alpalbilal dilalralng oleh undalng-undalng, altalu alpalbilal 

berlalwalnaln dengaln kesusilalaln balik altalu ketertibaln umum.” Malksud 

dalri palsall tersebut iallalh sualtu sebalb dinyaltalkaln terlalralng altalu bialsal 

disebut sebalb tidalk hallall alpalbilal bertentalngaln dengaln undalng-

undalng, kesusilalaln daln ketertibaln umum.  

 
21 Ibid, hlm. 76.  
22 Ibid, hlm. 77. 
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Dual syalralt yalng pertalmal dinalmalkaln syalralt-syalralt subjektif, 

kalrenal mengenali subjek yalng mengaldalkaln perjalnjialn, daln alpalbilal 

syalralt- syalralt ini tidalk dipenuhi, malkal perjalnjialn dalpalt dibaltallkaln, 

sedalngkaln dual syalralt yalng teralkhir, dinalmalkaln syalralt objektif, kalrenal 

mengenali perjalnjialnnyal sendiri altalu objek dalri perbualtaln hukum yalng 

dilalkukaln, daln alpalbilal syalralt-syalralt tersebut tidalk dipenuhi, malkal 

perjalnjialn tersebut baltall demi hukum. 23 

Halk Milik sebalgali halk terkualt daln terpenuh seperti yalng telalh 

dipalpalrkaln sebelumnyal dilalralng untuk dimiliki oleh Walrgal Negalral 

Alsing (WNAl). Nalmun balgi WNAl yalng ingin "memiliki" rumalh altalu 

balngunaln dalpalt melalkukaln perbualtaln hukum yalng kemudialn disebut 

dengaln Nominee/Trustee Algreement. Konsep ini mekalnismenyal 

dialtur balhwal pemilik rumalh altalu balngunaln aldallalh seoralng Walrgal 

Negalral Indonesial (WNI) dengaln bialyal yalng bersumber paldal WNAl 

tersebut. Kepemilikaln yalng dimalksud aldallalh sebualh kepemilikaln 

yalng tidalk lalngsung, yalng terciptal dalri hubungaln hukum alntalral WNI 

daln WNAl yalng dikalitkaln di dallalm sualtu perjalnjialn yalng disebut 

dengaln Nominee/Trustee Algreement, perjalnjialn tersebut berisikaln 

tentalng pernyaltalaln hubungaln hukum WNI dengaln WNAl yalng 

menyaltalkaln balhwal kepemilikaln halk altals talnalh tersebut paldal dalsalrnyal 

aldallalh milik dalri WNI daln WNAl yalng bersalngkutaln yalng dalpalt 

memerintalhkaln berbalgali tindalkaln hukum terhaldalp halk yalng 

"dimiliki" oleh WNAl yalng dipercalyal untuk mengelolalnyal (trustee). 

Semisall, memerintalhkaln tindalkaln hukum berupal penjalminaln altals 

bendal tersebut, menyewalkaln daln melalkukaln tindalkaln hukum lalinnyal. 

Perjalnjialn yalng demikialn dimungkinkaln kalrenal paldal dalsalrnyal tidalk 

memindalhkaln Halk Kepemilikaln secalral lalngsung. Nalmun 

memindalhkaln talnalh kelembalgalaln Halk altals Talnalh (Halk Milik daln 

Halk Gunal Balngunaln).  

 
23 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 17  
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Aldalpun beberalpal alspek yalng menunjukkaln pemindalhaln halk 

kepemilikaln secalral lalngsung dalri perjalnjialn-perjalnjialn tersebut alkaln 

dipalpalrkaln aldallalh sebalgali berikut:24 

a. Perjalnjialn Pemilikaln Talnalh (PPT) daln Pemberialn Kualsal Dallalm 

PPT pihalk WNI mengalkui balhwal talnalh Halk Milik yalng terdalftalr 

altals nalmalnyal bukalnlalh miliknyal, tetalpi milik WNAl yalng telalh 

menyedialkaln dalnal untuk pembelialn talnalh Halk Milik tersebut 

besertal balngunaln. Selalnjutnyal pihalk WNI memberi kualsal yalng 

tidalk dalpalt ditalrik kemballi kepaldal pihalk WNAl untuk melalkukaln 

segallal tindalkaln hukum terhaldalp talnalh Halk Milik besertal 

balngunaln tersebut; 

b. Perjalnjialn Opsi Pihalk WNI memberikaln opsi untuk membeli 

talnalh Halk Milik besertal Balngunaln kepaldal pihalk WNAl kalrenal 

dalnal untuk pembelialn talnalh Halk Milik besertal balngunaln itu 

disedialkaln oleh pihalk WNAl; 

c. Perjalnjialn Sewal Menyewal (Lealse Algreement). Paldal prinsipnyal 

dallalm perjalnjialn ini dialtur tentalng jalngkal walktu sewal berikut 

opsi untuk perpalnjalngalnnyal, besertal Halk daln Kewaljibaln pihalk 

yalng menyewalkaln (WNI) dengaln pihalk penyewal (WNAl); 

d. Kualsal Menjuall (Power of Alttorney to Sell)  

Suralt Kualsal untuk menjuall, berisi pemberialn kualsal dengaln halk 

substitusi dalri pihalk WNI (Pemberi Kualsal) kepaldal pihalk WNAl 

(Penerimal Kualsal) untuk perpalnjalngalnnyal, besertal halk daln 

kewaljibaln pihalk yalng menyewalkaln (WNI) dengaln pihalk 

penyewal (WNAl); 

e. Hibalh Walsialt. Pihalk WNI menghibalhkaln talnalh Halk Milik 

besertal balngunaln altals nalmalnyal kepaldal pihalk WNAl; 

f. Suralt Pernyaltalaln Alhli Walris Isteri pihalk WNI daln alnalknyal 

menyaltalkaln balhwal talnalh Halk Milik besertal balngunaln terdalftalr 

 
24 Sumardjono, op.cit., hlm 14 
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altals nalmal sualminyal, tetalpi sualminyal bukalnlalh pemilik 

sebenalrnyal altals talnalh Halk Milik besertal balngunaln tersebut. 

Berdalsalrkaln Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesial 

Nomor 103 talhun 2015 tentalng Pemilikaln Rumalh Tempalt Tinggall 

Altalu Hunialn Oleh Oralng Alsing yalng Berkedudukaln Di Indonesial 

yalng selalnjutnyal disebut PP No. 103 Talhun 2015, malkal walrgal 

negalral alsing dalpalt memiliki rumalh hunialn altalu tempalt tinggall di 

Indonesial dengaln ketentualn rumalh tersebut halrus beraldal dialtals halk 

palkali daln halk palkali dialtals halk milik sesuali dengaln ketentualn palsall 

4 PP Nomor 103 Talhun 2015 25 Hall ini bukaln beralrti balhwal walrgal 

negalral alsing dalpalt memiliki halk milik altals talnalh di Indonesial.26 

Berdalsalrkaln uralialn tersebut dialtals peneliti mengalnallisis 

balhwal penggunalaln perjalnjialn pinjalm nalmal (nominee) tersebut 

aldallalh sualtu bentuk penyelundupaln alturaln, dikalrenalkaln WNAl yalng 

berkeinginaln memperoleh halk milik altals talnalh di Indonesial, 

melalkukaln penghindalraln terhaldalp alturaln (UUPAl) yalng melalralng 

WNAl untuk memperoleh halk milik altals talnalh di Indonesial secalral 

tidalk lalngsung. Perwujudaln nominee ini diciptalkaln melallui saltu 

palket perjalnjialn itu paldal halkikaltnyal bermalksud gunal 

menyalmpalikaln segallal kewenalngaln paldal WNAl selalku penerimal 

kualsal untuk dalpalt bertindalk lalyalknyal seoralng pemilik yalng 

sebenalrnyal dalri sebidalng talnalh yalng berdalsalrkaln alturaln di 

Indonesial talk bisal dimilikinyal yalng disebut sebalgali halk milik. 

Perjalnjialn dengaln memalkali kualsal semalcalm itu, aldallalh 

penyelundupaln hukum sebalb jikal ditinjalu sepintals, perjalnjialn ini 

seolalh-olalh tidalk menyallalhi peralturaln Perundalng-Undalngaln yalng 

 
25 Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:a. Rumah Tunggal di atas tanah: 1. Hak Pakai; atau 2. 

Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak 

Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. b. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak 

Pakai.  
26 Gatot Supramono, 2014, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 

27. 
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berlalku kalrenal dallalm bentuk pemindalhaln halk secalral pribaldi. 

Nalmun, jikal isi dalri perjalnjialn itu diperiksal dengaln seksalmal malkal 

perjalnjialn itu secalral tidalk lalngsung dimalksudkaln untuk 

memindalhkaln talnalh Halk Milik paldal WNAl, sedalngkaln hall tersebut 

dilalralng oleh UUPAl. 

Dengaln demikialn perjalnjialn pinjalm nalmal (nominee) aldallalh 

penyelundupaln hukum di dallalm konteks kepemilikaln talnalh di 

Indonesial. Pralktik ini melibaltkaln penggunalaln nalmal dalri Walrgal 

Negalral Indonesial (WNI) sebalgali pemilik talnalh dengaln malksud 

untuk menghindalri baltalsaln hukum altalu regulalsi yalng berlalku terkalit 

kepemilikaln talnalh oleh Walrgal Negalral Alsing (WNAl). 

Dallalm hukum talnalh di Indonesial, kepemilikaln talnalh dengaln 

staltus Halk Milik halnyal dalpalt dimiliki oleh WNI altalu baldaln hukum 

yalng didirikaln menurut hukum Indonesial daln dimiliki oleh WNI. 

Tujualn dalri pembaltalsaln ini aldallalh untuk melindungi kedalulaltaln daln 

kepentingaln nalsionall sertal mencegalh pemusaltaln kepemilikaln talnalh 

oleh pihalk alsing yalng dalpalt berdalmpalk negaltif paldal stalbilitals sosiall, 

ekonomi, daln politik. 

Dengaln menggunalkaln perjalnjialn pinjalm nalmal (nominee), 

WNAl mencobal mengelalbui altalu menyembunyikaln identitals 

sebenalrnyal sebalgali pemilik talnalh dengaln memalnfalaltkaln WNI 

sebalgali pemilik formall. Hall ini melalnggalr prinsip dalsalr hukum 

talnalh di Indonesial yalng menegalskaln balhwal kepemilikaln talnalh 

dengaln staltus Halk Milik halnyal dalpalt dimiliki oleh WNI. 

Pralktik ini tidalk halnyal melalnggalr hukum, tetalpi jugal dalpalt 

menimbulkaln konsekuensi negaltif, termalsuk pembaltallaln perjalnjialn 

altalu kepemilikaln talnalh, salnksi pidalnal, altalu tuntutaln perdaltal. 

Pemerintalh Indonesial telalh mengelualrkaln peralturaln yalng secalral 

tegals melalralng pralktik perjalnjialn pinjalm nalmal dallalm kepemilikaln 

talnalh oleh WNAl, dengaln tujualn menjalgal integritals hukum talnalh 

daln menghormalti kedalulaltaln negalral. 
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Oleh kalrenal itu, penting untuk memalhalmi balhwal perjalnjialn 

pinjalm nalmal (nominee) merupalkaln bentuk penyelundupaln hukum 

yalng tidalk dalpalt diterimal.  

Menurut Supalrmaln Usalmaln dallalm bukunyal menyebutkaln 

balhwal “Penyulundupaln hukum altalu penghindalraln pelalksalnalaln 

hukum terjaldi alpalbilal aldal seseoralng altalu sualtu pihalk yalng untuk 

mendalpaltkaln berlalkunyal hukum alsing, telalh melalkukaln sualtu calral 

yalng tidalk dibenalrkaln. Hall ini dilalkukaln dengaln malksud untuk 

menghindalrkaln pemalkalialn berlalkunyal hukum nalsionall kepaldal 

oralng tersebut”. Dallalm teori penyelundupaln hukum yalng 

dikemukalkaln oleh Supalrmaln Usmaln, penyelundupaln hukum aldallalh 

upalyal untuk menghindalri hukum nalsionall sehinggal seseoralng 

tersebut mencalri upalyal hukum demi mendalpaltkaln berlalkunyal 

hukum alsing. Contoh dallalm hall ini aldallalh penyelundupaln hukum 

perkalwinaln bedal algalmal di lualr negeri yalng melibaltkaln pernikalhaln 

alntalral dual individu yalng beralsall dalri algalmal yalng berbedal di Negalral 

Indonesial. Hall tersebut terjaldi ketikal individu-individu tersebut 

berusalhal menghindalri persyalraltaln altalu baltalsaln hukum yalng aldal di 

Negalral Indonesial terkalit lalralngaln perkalwinaln bedal algalmal.  

Perkalwinaln tersebut berlalngsung di negalral yalng mengizinkaln 

perkalwinaln bedal algalmal, beberalpal negalral memiliki undalng-undalng 

yalng memperbolehkaln perkalwinaln bedal algalmal, sementalral di 

Negalral Indonesial tidalk mengalkui altalu tidalk mengizinkaln 

perkalwinaln semalcalm itu. Dallalm situalsi ini, individu-individu 

tersebut dalpalt mencobal menyelundupkaln hukum dengaln menikalh 

di negalral tersebut untuk menghindalri persyalraltaln altalu lalralngaln 

hukum di Negalral Indonesial.  

Menurut Malrial S. W. Sumalrdjono “Penyelundupaln hukum 

aldallalh kaledalh-kaledalh hukum alsing yalng terkaldalng 

dikesalmpingkaln daln menggunalkaln hukum nalsionall altalu seballiknyal 

untuk keuntungaln / tujualn tertentu. Tujualn penyeludupaln hukum 
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aldallalh untuk dalpalt menghindalri sualtu alkibalt hukum yalng tidalk 

dikehendalki altalu untuk mewujudkaln sualtu alkibalt hukum yalng dalpalt 

dikehendalki.” 

Penyelundupaln hukum terjaldi jikal aldal seseoralng altalu sualtu 

pihalk yalng untuk mendalpaltkaln berlalkunyal hukum nalsionall, telalh 

melalkukaln sualtu calral yalng tidalk dibenalrkaln dengaln malksud untuk 

menghindalrkaln pemalkalialn hukum nalsionall, dengaln tujualn 

menghindalrkaln sualtu syalralt altalu sualtu alkibalt hukum tertentu yalng 

tidalk dikehendalki, altalupun untuk mewujudkaln altalu menciptalkaln 

sualtu alkibalt hukum yalng dikehendalki. Dengaln kaltal lalin seseoralng 

melalkukaln penyelundupaln hukum dengaln tujualn algalr diberlalkukaln 

hukum yalng lalin dalri hukum yalng sehalrusnyal digunalkaln. 

Jaldi berdalsalrkaln uralialn dialtals peneliti berpendapat bahwa 

perjalnjialn nominee ini dikaltalkaln sebalgali bentuk penyelundupaln 

hukum kalrenal memiliki tujualn yalitu menghindalri ketentualn palsall 9 

alyalt (1) daln palsall 21 alyalt (1) UU No. 5 Talhun 1960 yalng secalral 

jelals telalh menyaltalkaln balhwal walrgal negalral alsing tidalk dalpalt 

mengualsali talnalh di seluruh wilalyalh Indonesial dengaln menggunalkaln 

halk milik, kalrenal halnyal walrgal negalral Indonesial yalng dalpalt 

mengualsali talnalh dengaln staltus halk milik. Berdalsalrkaln ketentualn 

palsall 26 alyalt (1) Undalng-Undalng Dalsalr Negalral Republik Indonesial 

1945 yalng selalnjutnyal disebut UUD NRI 1945, yalng dikaltalkaln 

sebalgali walrgal negalral aldallalh oralng- oralng balngsal Indonesial alsli daln 

oralng – oralng balngsal lalin yalng disalhkaln dengaln undalng-undalng 

sebalgali walrgal negalral. Kemudialn berdalsalrkaln ketentualn palsall 26 

alyalt (2) UUD NRI 1945 dijelalskaln balhwal penduduk Indonesial 

dibalgi menjaldi dual golongaln yalitu walrgal negalral Indonesial daln 

walrgal negalral alsing. Jaldi walrgal negalral alsing halnyallalh penduduk 

yalng bertempalt tinggall di Indonesial daln tidalk berhalk untuk 

memperoleh halk milik altals talnalh seperti yalng ditentukaln paldal palsall 

21 alyalt (1) UU No. 5 Talhun 1960. Kemudialn perjalnjialn nominee ini 



Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 

 (Vol 4, No. 02, Juni 2025)  

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972 

 

332 

 

menghindalri alkibalt dalri ketentualn palsall 26 alyalt (2) UU No. 5 Talhun 

1960 yalng menyebutkaln balhwal setialp juall beli, penukalraln, 

penghibalhaln pemberialn dengaln walsialt daln perbualtaln-perbualtaln 

lalin yalng dimalksudkaln secalral lalngsung malupun tidalk lalngsung 

memindalhkaln halk milik kepaldal oralng alsing aldallalh melalnggalr 

hukum altalu tidalk salh. Oleh sebalb itu perjalnjialn nominee yalng dibualt 

oleh WNAl daln WNI gunal untuk memeperoleh Halk Altals Talnalh Halk 

Milik di Indonesial tersebut melalnggalr Palsall 1320 KUHPerdaltal yalitu 

syalralt keempalt dalri Palsall yalng disebut syalralt objektif sualtu sebalb 

yalng hallall dimalnal mengenali sesualtu yalng menjaldi objek perjalnjialn. 

Jikal syalralt ini tidalk dipenuhi, perjalnjialn baltall demi hukum. 

Perjalnjialn nominee identiknyal dikenall sebalgali bentuk 

penyelundupaln hukum, nalmun tidalk semual perjalnjialn nominee 

merupalkaln sebualh penyelundupaln hukum, kalrenal perjalnjialn 

nominee yalng dibualt oleh palral pihalk alkaln salh daln berlalku sebalgali 

undalng-undalng oleh pembualtnyal alpalbilal tidalk bertentalngaln dengaln 

peralturaln perundalng- undalngaln yalng berlalku. Penyelundupaln 

hukum merupalkaln sualtu perbualtaln yalng dilalkukaln untuk 

menghindalri sualtu peralturaln tertentu algalr mencalpali tujualn yalng 

ingin dicalpali. Penyelundupaln hukum ini terjaldi kalrenal seseoralng 

altalu pihalk tertentu ingin menghindalri berlalkunyal hukum nalsionall 

balik dengaln malksud untuk menghindalri alkibalt dalri perbualtaln yalng 

dilalkukaln malupun syalralt-syalralt tertentu yalng halrus dipenuhi sesuali 

dengaln peralturaln-peralturaln tertentu. 

E. Kesimpulan 

a. Perjalnjialn nominee dikaltalkaln sebalgali bentuk penyelundupaln hukum 

alpalbilal mengalndung upalyal yalng bertujualn untuk mengelalbuhi hukum yalng 

berlalku di Indonesial gunal mendalpaltkaln sualtu yalng dikehendalkinyal. 

Mengingalt keterbaltalsaln halk altals talnalh walrgal negalral alsing di Indonesial 

malkal dengaln meminjalm nalmal dalri walrgal Indonesial supalyal terlihalt tidalk 

melalnggalr peralturaln perundalngaln-undalngaln di Indonesial dengaln 
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menggunalkaln perjalnjialn nominee ini salngalt jelals bertentalngaln dengaln UU 

No. 5 Talhun 1960 yalng mengaltur balhwal walrgal negalral alsing tidalk dalpalt 

memiliki talnalh dengaln halk milik, nalmun perjalnjialn ini lalh yalng 

menjembaltalni semaltal-maltal walrgal negalral alsing tersebut tidalk melalnggalr 

peralturaln perundalng-undalngaln dengaln meminjalm nalmal walrgal negalral 

Indonesial sebalgali talmengnyal. 

b. Perjalnjialn nominee yalng digunalkaln oleh walrgal negalral alsing untuk 

memperoleh halk milik altals talnalh di Indonesial dinyaltalkaln baltall demi 

hukum. Beralkibalt baltall demi hukum disebalbkaln kalrenal tujualn dalri 

perjalnjialn ini untuk menyelundupkaln hukum, sehinggal bertentalngaln 

dengaln syalralt salhnyal perjalnjialn dallalm palsall 1320 KUH Perdaltal yalitu paldal 

unsur “sua ltu sebalb yalng hallall.” 
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